Memmbang

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

H.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6]
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali diubah, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Penggant
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kenja
menjadi Undang-Undang dan Pasal 11] ayat (8) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Gubernur Sumatera Selatan bersama
Dewan  Perwakilan Rakvat Daerah  Provinst Sumatera
Selatan  telah menvempurnakan Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
sesual dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.1-6174 Tahun 2025 tentang Ewvaluas) Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Provinss
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan
Peraturan Gubernur Sumaters Sclatan tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2026,

bahwa penyempurnaan sehagaimana dimaksud dalam
huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang
Angparan Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran
2026 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan

peraturan  peraturan  perundang-undangan vang lebih

HngE;
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¢, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurul a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan Belamja Daerah
Tahun Anggaran 2026;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 1entang Kkeuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286] sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem heuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 201% (COVID
1%} dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman vang
Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau
Stabilitas  Sistem  Keuangan menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomuor 6316);

. Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
beberapa kali dinbah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corena Virus
Disease 2019 ([COVID-1% dan/atau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yvang Membahavakan Perelonomian
Masional dan/atau Stabilitas Sistem RKeuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516}
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 i(eniang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara  Repubhk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Kepublik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana
telah beberapa kah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2023 tentang Cipta Kerja menjadi  Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
B856G);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Selatan | Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 68635);

7. Peraturan Pemenntah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
kedudukan Keuangan Kepala Daersh dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor $028);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layvanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik [Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah [(Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2017 Nomeor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratii Pimpinan dan Anggola
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6U57)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerinltah Nomor
18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratil
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat [Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6BE47),

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemenntah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomeor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  [Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 8322

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323}
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi  Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 7244;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Kewangan Daerah
serta Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban  Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negerni Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 14 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 727):

. Peraturann Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tenitang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomaor 6);
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Dengan Persetyjuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Monctapkan

AN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinst Sumatera
Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vyang selanjuinyva
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Provinsi Sumatera Selatan.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnyva disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan vang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-
jawaban, dan pengawasan Keuangan daerah.

7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan
sebagal petunjuk dan arah bag pemerintahan daerah
dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan perjanjian kerja vang bekerja pada
Instansi Pemerintah.

Pasal 2
APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan

Pembiavaan Daerah.

Pasal 3
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026
direncanakan scbesar Rp9.639.432.188.404,00 (sembilan
triliun epam ratus tiga puluh sembilan milyar empat ralus
tiga puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu empat
ratus empat rupiah} yang bersumber dari :
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a. Pendapatan Asli Dacrah;
b. Pendapatan Transfer; dan

. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

(1)

(<)

(3)

(4}

(50

Pasal 4

Pendapatan  Asli  Daerah  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 3 hurul a direncanakan sebesar
Rp5.132,383.462.643,00 (lima triliun seratus tiga puluh
dua milvar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus
enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah)
vang terdiri atas:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang [ Pisahkan;

than
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah vang Sah.
Pajak Daerah scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf
a direncanakan scbesar Rp4.071.314.046.831,00 (empat
triliun tujuh puluh satu milvar tiga ratus empat belas jula
empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu
rupiah);
Retribusi Daecrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp5.536.107.400,00 (lima
milyar lima ratus tiga puluh enam juta scratus tujuh ribu
empatl ratus rupiah);
Hasil Pengelolaan Kekayvaan Daerah yang Dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hural ¢
direncanakan sebesar Rp402.588.135.087,00 {empal ratus
dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus
tiga puluh ima ribu delapan puluh tujuh rumahj;
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah scbagaimana
dimaksud pada ayat (1] huruf d direncanakan sebesar
Rp652.945.173.325,00 {enam ratus lima pulubh dua milyar
sembilan ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh

tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiahj.




Pasal 5
Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b  direncanakan sebesar Rp4.502.863.914.04 1,00
[empat triliun lima ratus dua milyar delapan ratus enam
puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu empat puluh
satu rupiah), yang terdin atas Pendapatan Transler
Pemerintah Pusat,

Pasal 6
Lain-Lain  Pendapatan Daerah yang Sah scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 hurul ¢ direncanakan sebesar
Rp4 184 811.720,00 (empat milvar seratus delapan puluh
empal jula delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh
rupiah} yang terdini atas Pendapatan Hibah.

Pasal 7
Anggaran Belanja Daerah Tahun  Anggaran 2026
direncanakan sebesar Rp9.747.926.839.611,00 (sembilan
triliun tujuh ratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus
dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu
eram ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas :
a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak terduga; dan
d. Belanja Transfer.

Pasal 8

{1} Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal T huruf a direncanakan sebesar
Rp5.401.786.299.958,00 (lima triliun empat ratus satu
milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus
sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratrus lima puluh
delapan rupiah) vang terdiri atas :

a. Belanja Pegawai;

k. Belanja Barang dan Jasa;
¢. Belanja Subsidi

d. Belanja Hibah.

{2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp3.152.486.058.025,00
{tiga trilion seratus lima puluh dua milyar empat ratus
delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu dua
puluh lima rupiahl;




(3)

(4)

1]

(1]

(2}

(3

(4
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Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurufl b direncanakan schesar
Rpl1.855,950.706.450,00 (satu triliun delapan ratus hma
puluh sembilan milvar sembilan ratus hma puluh juta
tujuh ratus enam juta empat ratus lima puluh rupiahj,
Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rpl.675.000.000.00 (satu
milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiahj,

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul
d direncanakan sebesar Rp387.674.535.483,00 (tiga ratus
delapan puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh
empat juta ima ratus tiga puluh lima ribu rupiahj;

Pasal 9
Anggaran  Belanja Modal secbagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b direncanakan scbesar
Rpl.047.360.855.785,00 {satu iriliun empal puluh tujub
milvar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima
puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah)
vang terdiri atas :
a. Belanja Modal Tanah;
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi,
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
[. Belanja Modal Aset Lainnya.
Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp3d.590.000.000,00 (tiga
milyar lima ratus sembilan puluh juta rapiahj,
Belanja Modal Peralatan dan Mesin  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul b direncanakan scbesar
Rp208.957 .558.846,00 (dua ratus delapan milyar sembilan
ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ma pulubh delapan
ribu delapan ratus empat puluh enam rupiahj;
Belanja Modal Gedung dan Bangunan scbagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp28R.679.511.118,00 [dua ratus delapan puluh delapan
milvar enam ratus tujuh puluh sembilan ribu hma ratus

sebelas ribu seratus delapan belas rupah);
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(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana
dimaksud pada avat (1) hurul d direncanakan sebesar
Rp502.208.426.815,00 (lima ratus dua milyar dua ratus
delapan juta empat ratus dua puluh enam nbu delapan
ratus lima belas rupiah);

{6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnyva sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp39.624.483.100,00 (tiga puluh sembilan milyar enam
ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh
tiga ribu seratus rupah}.

{7) Belanja Modal Aset Lainnya scbagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf [ direncanakan sebesar Rpd,300.875.906,00
(empat milyar tiga ratus jula delapan ratus tujuh puluh

lima ribu sembilan ratus enam rupiah).

Pasal 10
Angegaran Belanja Tidak terduga scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 7  hurul ¢ direncanakan  scbesar
Rp50.000.000,000,00 (ima puluh milvar rupah).

Pasal 11
(1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7  huruf d direncanakan sebesar
Rp3.248.779.683.868,00 (tuga tnliun dua ratus empat
puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan
juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus

enam puluh delapan rupiah |, yang terdiri alas:
4. Belanja Bagl Hasil: dan
b. Belanja Bantuan keuangan.

{2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul & direncanakan sebesar Rpl.531.809.254.5343,00
(satu trilun lima ratus tiga puluh satu milvar delapan
ratus sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu lima

ratus tiga puluh tiga rupahy).

(3] Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} hurufl b direncanakan sebesar
Rpl.716.970.429,335,00 {satu triliun tujuh ratus enam
belas milyar sembilan ratus tajub pulub juta empal ratus

dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah|




1=

Pasal 12
Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026
direncanakan sebesar Rpl108.494.651.207 .00 [seratus delapan
milyar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus
lima puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah) yang terdin
atas:
a. Penerimaan Pembiayvaan Daerah; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pasal 13
Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan scbesar
Rp108.494.651.207.00 (seratus delapan milvar empat ratus
sembilan puluh empat juta cnam ratus lima puluh satu ribu
dua ratus tujuh rupigh] yang terdiri atas Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Pasal 14
Anggaran Pengeluaran Pembiayvaan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b tidak dianggarkan.

Pasal 15

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Deerah dengan
Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit
schesar Rpl08.494.651.207,00 (scratus dclapan milyar
empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima
puluh satu ribu dua ratus tujuh rupahj;

(2) Pembiavaan Neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiavaan terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan scbesar RplOB.494.651.207,00 (scratus
delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta

enam ratus lima puluh satu ribu dus ratus tujub rupiahy;

Pasal 16
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran vang
belum tersedia anggarannya dan/atau  pengeluaran
melebihi pagu vang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
ini, vang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Provinsi Sumatera
SQelatan Tahun Anggaran 2026, dengan cara terlebih
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dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyvat Daerah selanjutnya disampaikan dalam

Laporan Realisasi Anggaran,

Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial
dan/atau Kejadian Luar Biasa;

b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan  Pertoiongan;
dan/atau;

¢, Kerusakan Sarana/Prasarana vang dapal mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayal (1)

meliputi:

a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelavanan dasar
masyarakal yvang anggarannya belum tersedia dalam
satu tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah vang bersilal mengikal dan belanja yang
bersifat wajib antara lain pembavaran hutang pekerjaan
vang telah selesal dilaksanakan dan/atau pembayaran
lainnya yang sudah jatuh tempo;

¢, Pengeluaran  Daerah  yvang  berada diluar  kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi
sebelumnyva, serta amanal  peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya vang apabila ditunda akan
menimbulkan  kerugian vang lebih  besar bagi

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
schagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini terdin dar:

I,

Lampiran | Ringkasan APBD vang Diklasifikasi
menurut  Kelompok dan  Jenis
Pendapatan, Belanja dan Pembiayvaan;
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Lampiran [l

Lampiran 111

Lampiran [V

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran 1X

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran Xl

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XV
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Ringkasan APBD vang Diklasifikasi
menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

APBD  Menurut
FPemerintiahan Dacrah,
Program, Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja
dan Pembiayvaan;

Rincuan Urusan
Organisasi,

Sub Kegiatan,

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program Kegiatan Beserta Hasil dan

Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintah Dacrah dan Fungsi Dalam

herangka Pengelolaan keuangan
MNegara;
Rekapitulasi Belanja Untuk

Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD
dengan Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan pada RRKPD dan PPAS

dengan Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program Prioritas
MNasional dengan Program Priornitas
Daerah:

Daftar Jumlah Pegawai Per Gaolongan
dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daecrah;

Daftar Penvertaan Modal Daerah dan
Investasi Daerah Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset tetap daerah dan
Azret Lain-Lain;

Daftar Sub Kematan Tahun Jamak
(Multy Years);

Daftar Dana Cadangan; dan
Daftar Pinjaman Daerah.
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Pasal 18
Gubernur Sumatera Selatan menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah

sebagai  landasan  operasional pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai  berlaku  pada tangeal
diundangkan.
Agar st L1ap OTATE mengetahuinya, memenniahixan
pengundangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditctapkan di Palembang

Pada tangeal 30 Delembelr 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HEEMAN DERU

Diundangkan di Palembang

Pada tanggal 3 Yerker 2025
SEKRETARIS Dfﬂtﬁm-i

PROVINSI EUWR& SELATAN,
EDW{LHD CANDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR e
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (&~ %ot /2ow




Lampiran | :  Peraiuran Dasrah
Momer : 08 Takhun 2025

Tanpgel : 30 Dessmbsar 2025
PROVINSI SUMATERA SELATAN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

HODE URALAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) §.132.382.461.842,00
4.1.01 Pajak Daarsh 4071014, 046.831, 00
4.1.02 Retribus| Daarah B.538.107 400,00
4.1.03 Hasil Penpalolaan Kekayasn Dearah yang Dipisahian 402, 588,135,087 00
4104 Lain-lain PAD yang Sah 652 B45.173.325.00
L ¥ PENDAPATAN TRANSFER 4.502.562.914.041,00
4.2.01 Pardapalan Transfer Pamariniah Pusal A 500 BE3 914 049,00
4.3 LAIN-LAIN FENDAPATAN DAERAH YANG SAH d.184.011,720,00
4.3.01 Pondapatan Hitwh 4. 164 811, 720,00
Jdumlah Pendapalan B.EX0.432. 160.404,00
[ BELANJA DAERAH
B.1 BELAN.IA OPERASI £.401.786.299.958,00
5.1.01 Balarga Pagawai 3,152.480.056 025,00
5.1.02 Balanja Barang dan Jasa 1.858,940.708 450,00
5.1.04 Balanja Subald 1.B75.000.000,00
5.1.05 Bulan|a Hibah 387.674.535.483 00
6.2 BELAM.JA MODAL T.04T360.856. TR, 04
5201 Belarga Modal Tanah 3.580,000.000,00
8202 Balanja Moda! Peralatan dan Masin 204,957 558,846,00
5204 Bolanja Modal Gedung dan Bangunan 288 87TR.511.118,00
52,04 Belana Modal Jalan, Jakngan, dan Irigasi B0 208 426.815,00
5.2.05 Balarja Modal Asel Tetap Lalnnys 3EU624.483.100,00
§.2.06 Balarja Modal Asal Lainnya 4300 675.806,00
L% ] BELANJA TIDAK TERDUGA B0.500.000,000,00
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 50.000.000,000,00
b4 BELANJA TRAMSFER 3,248, TTH.643.808,00
S5.4.01 Balanja Bagl Hasil 1.531.809.254.533,00
S4.02 Batarga Baniuan Ksuangan 1.716.070.420.335,00
Jumilsh Belanjs 8.747.526.839.611.00
Total SurplusiDefisi) 108, 48485120700

SHPD=N!  dicafak pada 2025-12-31 050249 Halaman 1




JUMLAH [Rp)

FEMBIAYAAN DAERAH

6.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

108,484,851, 207,00

8.1.01

Sisa Lebih Parhitungan Anggaran Tahun Sebalummya

V08 484851307 .00

Jumiah Penerimaan Pemblayaan J08.A4.851.207,00
Jumilah Pengaluaran Pembisysan 0,00
Femblayaan Netio 108.454.651.207,00
&3 Sisa Labih Pamblaysan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00

SIPD-RY : dicatak pada 2025-12-31 05:02:49

Provinal Sumalera Satatan, 30 Desember 2025

H. Herman Deru

Halaman 2




